BAB IV
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS LABEL HALAL PRODUK
FARMASI PADA JENIS OBAT BEBAS

A. Analisis Pengaturan Sertifikasi Halal di Indonesia Terhadap Produk

Farmasi Jenis Obat Bebas

Pengaturan sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam Undang-
undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan
Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Jaminan Produk Halal (aturan turunan dari Undang-Undang No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) sehingga secara otomatis mengganti
Peraturan Pemerintah sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah No. 31
Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sesuai dengan aturan yang ada maka, untuk mendapatkan
sertifikasi halal maka bahan yang digunakan haruslah berasal dari bahan-
bahan yang halal. Untuk produk farmasi khususnya obat, agar
mendapatkan sertifikasi halal, maka harus memenuhi persyaratan
berikut:

1. Sumber, Tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari daging
babi atau hewan yang tidak disembelih dengan syariat Islam. Bahan
yang berasal dari tanaman, mineral, dan mikroorganisme (laut-darat)
dibolehkan selama tidak beracun dan berbahaya bagi tubuh. Begitu
juga dengan bahan sintetik kimia dibolehkan selama tidak toksik dan
bahaya.

2. Metode dalam pembuatan obat mulai dari tahap persiapan, proses
produksi, dan pengemasan harus bebas dari bahan kotor atau

mengandung najis.
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3. Penggunaan obat tidak menyebabkan efek berbahaya dikemudian
hari.

4. Aspek kebersinan pada setiap komponen harus diperhatikan,
termasuk kebersihan personil, pakaian,peralatan dan bangunan harus
bebas dari najis dan kotoran.

Saat ini sumber zat aktif dan eksipien pada obat bisa berasal dari
tumbuhan, hewan, mikroba, bahan sintetik kimia, virus yang dilemahkan
dan bahan yang berasal dari manusia. Baik bahan aktif maupun bahan
farmaseutik memiliki titik kritis kehalalan. Selain itu adanya
kecenderungan khasiat yang diklaim, obat hanya akan efektif jika
menggunakan bahan tertentu saja.

Dalam Permenkes No. 917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib
Daftar Obat Jadi pada Pasal 1 Bagian 3 bahwa yang dimaksud dengan
Golongan Obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk
peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan
distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib

apotik, obat keras, psikotropika dan narkotika.

No. Nama Obat Tanda

1. | Obat Bebas adalah obat yang dapat dibeli secara
bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dan
diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi

berwarna hitam.

2. | Obat Bebas Terbatas adalah obat keras yang dapat
diserahkan tanpa resep dokter dengan dengan
penyerahan dalam bungkus aslinya diberi tanda

lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam.
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3. | Obat Keras adalah semua obat yang:

a. mempunyai takaran ~maksimumatau yang
tercantum dalamdaftarobat keras.

b. diberi tanda khusus lingkaran buat berwarna
merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan ‘
huruf K yang menyentuh garis tepi.

c. obat baru, kecuali dinyatakan Departemen
Kesehatan tidak membahayakan.

d. semua sediaan Parental

4. | Obat Psikotropika (obat berbahaya) obat yang
mempengaruhi proses mental, merangsang atau
menenangkan, mengubah pikiran/perasaan/ kelakuan .

orang.

5. | Obat narkotika (obat bius) merupakan obat yang

diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu
pengetahuan dan dapat pula  menimbulkan
ketergantungan yang sangat merugian apabila

dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan.

Beragamnya pilihan obat bebas yang sangat mudah dijumpai di
lingkungan masyarakat sekitar seperti di apotek, toko obat atau di
warung-warung, hal itu membuat masyarakat harus lebih teliti lagi dalam
memilihnya, khususnya dalam hal memilih obat yang sudah halal. Bagi
produsen obat harus lebih meningkatkan kesadarannya terkait obat halal
karena adanya kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal pada obat-

obatan yang masuk dan beredar di Indonesia. Landasan hukumnya ada
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dalam Pasal 4 Undang-undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi
“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib
bersertifikat halal”.

Menurut data dari BPOM, saat ini terdapat lebih dari 16.000
produk obat dan suplemen makanan yang beredar di masyarakat. Namun
dari data LPPOM MUI, tidak lebih dari 100 item (< 0,6 %) obat dan
suplemen makanan yang telah bersertifikat halal. Artinya masih ada
lebih dari 99% produk obat dan suplemen makanan yang belum
bersertifikat Halal.®

Berikut ini daftar daftar produk halal LPPOM MUI Pusat pada
obat-obatan pada tahun 2021, yaitu:%

OBAT-OBATAN

Belmont Softgel Pharma Corporation 00140113980121 Exp. 19/01/2023
Medicol Advance, Medicol Advance 400

PT. Dipa Pharmalab Intersains 00140113460121 Exp. 12/01/2023
Tride

PT. Fanita Estetika 00140114140121 Exp. 19/01/2023

Cliderm, Clobetasol Propionate Cream, Clotaderm Cream, Clotaderm Ointment, Dequinon, Dequinen Forte, Devaquin, Hydroguinon
5%, Momederm, Mometasone Furcate

PT. Finusolprima Farma Internasional 00140104400620 Exp. 09/06/2022
Ciprofloxacin Lactate, Triofusin 1600, Triofusin 500, Tnotusin E1000

PT. Hexpharm Jaya Laboratories 00140113100121 Exp. 06/01/2023
Glucosamine Tablet, Ranitidine Hel Tablet, Titan Tablet

PT. Menarini Indria Laboratories 00140097930819 Exp. 20/08/2021

Mew Mipe Sirup, Nipe Expectorant Adult/Breacol For Adult, Nipe Expectorant Kids/Breacol For Child, Nipe Fever Drops, Nipe Fever
Sirup

PT. Nellco Indopharma 00140092921218 Exp. 06/01/2023

Dexanel, Flukol X-Tra, Kalk, Mellco Special Obh, Nellco Special Obh Pe, Nellco Special Obh Rasa Jahe, Nellco Special Obh Rasa Madu,
Obh Nelleo, Obh Nelleo Plus, Salfaplas Xp

PT. Pyridam Farma Tbk. 00140095560519 Exp. 01/05/2021
Arkine, Blocand 16, Blocand 8, Datan Forte, Epsonal, Levazide, Mefenamic Acid, Meuraxon 5000, Prednox 16, Prednox 4, Prednox 8
PT. Tropica Mas Pharmaceuticals 00140103870520 Exp. 05/05/2022

Dehifenin Antitusif Sirup, Gabatrop 25 Kapsul, Gabatrop 50 Kapsul, Lincomycin Hydrochloride Kapsul, Metamizole Sodium Kaplet,
Mucetyl Kapsul, Picacetine Kapsul, Vita K2, Kaplet Salut Selaput

PT. Ultra Sakti 00140063391212 Exp. 22/12/2022

Baljitat Balsem Otot, Baljitot Minyak Gosok, Balsem Telon Tresno Joya, Freshecare Bubble Gum, Freshcare Citrus, Freshcare Greentea,
Freshcare Happy Chemy, Freshcare Lavender, Freshcare Minyak Angin Aromatherapy Sport, Freshcare Minyak Angin Aromatherapy
Teens Bubble Gum, Freshcare Minyak Angin Aromatherapy Teens Happy Cherry, Freshcare Minyak Angin Aromatherapy Teens Passion
Fruit, Freshcare Minyak Angin Kayu Putih, Freshcare Mix, Freshcare Press & Relax Minyak Angin Kayu Putih, Freshcare Press & Relax
Strong, Freshcare Sandalwood, Freshcare Splash Fruity, Freshcare Strong, Hotin Balsem Otot, Hotin Balsem Otot Extra Hot, Hotin
Cream, Hotin Cream Aromatherapy, Hotin Cream Strong, Hotin Dd, Minyak Kayu Putih, Minyak Telon Herbal Pluss Citronella, Minyak
Telon Herbal Pluss Lavender, Minyak Telon Herbal Pluss Orange, Minyak Telon Tresno Joyo, Minyak Telon Tresnojoyo, Mywell Hand
Gal, Welmove Cream Hot, Welmove Roller Gel Hot

Yuxi Walvax Biotechnology Co., Ltd. 001400804631216 Exp. 19/01/2023

Group Acyw135 Meningococcal Polysaccharide Vaccine (Farmening), Group Acyw135 Meningococcal Polysaccharide Vaccine (Halal)

% Hendrian Wulansari, “Perlindungan Konsumen ...h. 16.
% “Daftar Belanja LPPOM MUI Pusat™ https://www.halalmui.org/muil4/assets/-
doc/-daftarprodukhalal.pdf diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 11.51 WIB



https://www.halalmui.org/mui14/assets/-doc/-daftarprodukhalal.pdf
https://www.halalmui.org/mui14/assets/-doc/-daftarprodukhalal.pdf
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Adanya peraturan mengenai produk obat yang wajib
bersertifikat halal tidak diikuti dengan patuhnya para pelaku usaha
dalam mencantumkan suatu label halal pada produk obat.
Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak
mudah dihapus, dilepas ataupun dirusak. Sertifikat halal maupun
Label halal menjadi sebuah kebutuhan demi terjaminnya keamanan
dalam mengonsumsi obat. Label halal merupakan sumber informasi
bagi konsumen tentang suatu produk karena sulithya mengetahui
suatu produk tersebut halal atau haram maka suatu label halal sangat
penting artinya bagi perlindungan konsumen. Label halal juga
menjadi salah satu point yang sangat penting yang dapat digunakan
konsumen untuk membedakan suatu produk sehingga bertujuan untuk
membantu konsumen dalam mengevaluasi dan meyakinkan mereka
terhadap kualitas produk yang akan dibelinya.

Berikut beberapa daftar obat bebas yang tidak berlabel halal,

yaitu:

No. Obat Bebas Kategori Obat

1. | Panadol Anak-anak Obat demam
il

aaaaaaaaaa

S

2. | Poldan Mig Obat Sakit Kepala

ey

3. | Sumagesic Obat Demam

SUMAGESIC
aaaaaaaaaaaa mg

Obat sakit Kepala
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5. | Antisida Doen Obat Mag

ANTASIDA DOEN @
j pooe a0

Masih banyaknya obat-obatan bebas yang tidak berlabel halal
ini harus menjadi perhatian bersama, karena hal ini bukan hanya soal
kesadaran yang kurang tapi juga mengenai bahan-bahan obat yang
sudah bersertifikat halal juga masih sedikit, sedangkan para pihak
produsen masih kebingungan karena adanya kecenderungan khasiat
yang diklaim, obat hanya akan efektif jika menggunakan bahan
tertentu saja. Di samping persoalan bahan, masalah ketersediaan obat
halal juga masalah ilmu pengetahuan.

Pada Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/-
MENKES/PER/XI1/2010 Tentang Industri Farmasi, pelaku usaha
yang melakukan pelanggaran hukum di bidang industri farmasi yang
terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, akan dikenakan
sanksi administrasi yaitu:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan secara tertulis;

b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau
perintah untuk penarikan kembali obat atau bahan obat dari
peredaran bagi obat atau bahan obat yang tidak memenuhi
standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, atau
mutu;

c. perintah pemusnahan obat atau bahan obat, jika terbukti tidak
memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, atau
mutu;

d. penghentian sementara kegiatan;
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e. pembekuan izin industri farmasi;
f. pencabutan izin industri farmasi;

2. Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dapat dikenakan untuk seluruh kegiatan atau
sebagian kegiatan.

3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf d diberikan oleh Kepala Badan.

4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dan huruf f diberikan oleh Direktur Jenderal atas rekomendasi

Kepala Badan.

Dengan adanya sanksi yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan
Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1799/MENKES/PER/XI1/2010
Tentang Industri Farmasi ini, diharapkan bisa menambah kesadaran
pelaku usaha untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada,
sehingga kesehatan dan jiwa konsumen bisa terlindungi.

Negara sebagai pelayan kepentingan umum memiliki tanggung
jawab untuk memfasilitasi ketersediaan obat halal bagi warga
negaranya. Seperti, fasilitasi penelitian untuk menemukan obat halal,
sediakan tempat yang lebih luas untuk memisahkan antara bahan obat
yang halal dan yang tidak halal, sehingga tidak tercampur antara satu
sama lain. Sehingga kedepannya para pelaku usaha dan produsen obat
tidak kesulitan untuk menjalankan aturan mengenai sertifikasi halal
dan Undang-undang yang berlaku bisa dijalankan sebagaimana

mestinya.
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B. Sanksi Hukum Atas Produk Farmasi Pada Jenis Obat Bebas Tanpa
Label Halal
1. Perspektif Hukum Islam
Sertifikasi produk halal merupakan hasil pemikiran hukum
Islam yang semuanya dibangun atas pertimbangan maslahat. Misi
yang dibawa oleh agama Islam sendiri adalah untuk kemaslahatan
manusia. Maslahat berasal dari kata al-islah yang berarti damai dan
tentram. Damai berorientasi pada fisik sedangkan tentram
berorientasi pada psikis. Lawan dari maslahah adalah mafsadat dari
fasada yafsudu artinya sesuatu yang merusak dan tidak baik.
Menurut Imam al-Gazali maslahat adalah mengambil manfaat dan
menolak kemudharatan dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan
syariat.®’

Dalam konteks sertifikasi produk halal, maka Islam
memandang hal ini sebagai konsep maslahat yang sangat tepat untuk
diterapkan yang tentunya kewajiban sertifikasi halal ini harus
dilakukan secara bertahap karena keberadaanya sangat dibutuhkan
oleh kehidupan manusia, untuk kemaslahatan bersama dalam
memenuhi kebutuhan dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta, serta dapat menyelesaikan persoalan umat
tentang produk halal dan menambah wawasan khazanah keilmuan
perspektif hukum Islam.

Penggunaan obat yang halal adalah tuntutan syar'i.
Rasulullah SAW, secara tegas melarang penggunaan obat dari bahan
yang "khabits". Kata "khabits" dalam terminologi Arab merujuk

pada pengertian najis dan kotor. Dengan demikian, penyediaan obat

" Musyfikah Ilyas,” Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat”,
Jurnal Al-Qodau Volume 4 Nomor 2 (Desember 2017), h.168.
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halal adalah suatu keharusan, sebagai konsekuensi dari keharusan
penggunaan obat halal.%®
Sesuai dengan tuntutan syar'i, yang dibawa oleh Rasulullah

SAW, maka ada berbagai bahan aktif dan bahan eksipien yang

berstatus tidak halal dan dilarang digunakan dalam obat-obatan,

diantaranya:

a. Babi, mengobati dengan bahan yang berasal dari babi dan hewan
yang tidak disembelih menurut aturan islam tidak dibolehkan,
walaupun bahan tersebut efektif untuk penyembuahan.

b. Alkohol, Penggunaan alkohol hasil industri khamar untuk produk
makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya
haram. Sedangkan penggunaan alkohol hasil industri non-khamar
(hasil sintesis kimiawi ataupun hasil industri fermentasi non-
khamar) untuk proses produksi produk makanan, minuman,
kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya mubah, apabila secara
medis tidak membahayakan.

c. Gelatin, Gelatin merupakan campuran antara peptida dengan
protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang secara alami
terdapat pada tulang, tendon dan kulit binatang, seperti ikan, sapi,
dan babi. Gelatin secara luas digunakan sebagai zat pembuat gel
pada makanan, industri farmasi, fotografi dan pabrik kosmetik.
Dalam industri farmasi, gelatin digunakan sebagai bahan pembuat
kapsul.Gelatin yang berasal dari binatang yang dilarang adalah

haram.

9 Asrorun Ni'am Sholeh “Jaminan Halal pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan
Penyerapannya dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal”, Journal of Islamic Studies,
Volume 1, No. 1 (Juni 2018), Jakarta: Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah, h. 83.
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d. Bahan aktif yang berasal dari manusia. Seperti keratin rambut
manusia untuk pembentukan sistein. Maupun placenta manusia
untuk obat-obatan, seperti obat luka bakar dan yang lainnya.
Berdasarkan keputusan Fatwa Munas VI MUI
No.2/MunasVI/MUI/2000, tanggal 30 Juli 2000 tentang
penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni bagi kepentingan
obat-obatan dan kosmetika adalah haram.

Dalam pandangan Islam ikhtiar mencari kesembuhan, wajib
menggunakan metode yang tidak melanggar syariat dan obat yang
digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan
bahan yang suci dan halal. Penggunaan obat yang berbahan najis dan
haram untuk pengobatan hukumnya haram, kecuali memenuhi syarat
sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa MUI No. 30 Tahun 2013
Tentang Obat dan Pengobatan, yaitu:

a. Digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dharurat) yaitu kondisi
yang apabila tidak dilakukan dapat menancam jiwa manusia, atau
kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat, yaitu
kondisi yang apabila tidak dilaksanakan maka akan dapat
mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari.

b. Belum diketemukan bahan yang halal dan suci.

c. Adanya rekomendasi dari para tenaga medis yang kompeten dan

terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.

Dari Fatwa MUI No. 30 Tahun 2013, bisa disimpulkan
beberapa konsep darurat dalam pengobatan, yaitu:
a. Terdapat bahaya yang mengancam kehidupan manusia jika tidak
berobat.

b. Tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram
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c. Adanya suatu pernyataan dari seorang dokter muslim yang dapat

dipercaya, baik pemeriksaannya maupun agamanya (i‘tikad
baiknya).

Konsep darurat ini berlaku di Indonesia pada penggunaan

vaksin, beberapa vaksin yang penting seperti vaksin menginitis

untuk calon jamaah haji yang berasal dari enzim babi. Begitupun

dengan vaksin lainya yang berbahan dari hal yang diharamkan

selama belum ada bahan pengganti yang halal maka dibolehkan

sesuai kaidah darurat.

Dilihat adari segi hukumannya maka sanksi hukum dalam

islam terbagi kedalam tiga bagian, yaitu

a.

Hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan
Allah didalam Al-Quran atau hadis. Hukuman hudud ini adalah
hak Allah, yang tidak boleh ditukar atau diganti hukumannya
dan tidak boleh diubah. Mereka yang melanggar aturan-aturan
hukum Allah, yang telah ditentukan dan ditetapkan didalam Al-
Quran dan Hadis adalah golongan orang-orang yang zalim.
Qishah adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara
mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, atau memberi
hukuman yang sama dengan apa yang dilakukannya, seperti
membunuh dibalas dengan membunuh. Apabila gisash tidak
dapat dilaksanakan karena keluarga korban memaafkan pelaku
maka hukuman pengganti yang diberikan adalah diyat. Diyat
yaitu harta yang wajib dibayar dan dibrikan oleh pelaku kepada
korban atau walinya sebagai ganti rugi.

Ta'zir adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang

melakukan kejahatan, di mana ancaman kejahatan tersebut tidak
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disebutkan hukumannya secara pasti dalam Al-Qur'an maupun
dalam Hadis.

Dalam Islam memang tidak disebutkan secara langsung
mengenai sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tidak bersertifikat
halal ataupun yang tidak menjaga kehalalan produk yang dijualnya,
karena mengenai sertifikat halal ini merupakan persoalan yang
terjadi pada masyarakat modern saat ini. Tetapi, tindakan produsen
yang tidak melakukan sertifikat halal atau tidak menjaga kehalalan
produknya ini, dapat dikategorikan sebagai kecurangan yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang mengonsumsinya.
Oleh sebab itu, hukum Islam menetapkan hukuman terhadap
produsen yang tidak bersertifikat halal dan tidak menjaga kehalalan
produknya berupa hukuman ta’zir. Hukuman tersebut diserahkan
kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya..

Hukuman ta’zir ini, sebenarnya untuk menghalangi pelaku
agar tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain
membuatnya jera, sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama.
Dalam kaitannya dengan sertifikasi halal, dengan hukuman za ’zir ini
diharapkan produsen lebih memperhatikan lagi kehalalan produk
obat yang diproduksinya, Sehingga mayarakatpun terlindungi dan

bisa terjaga dari mengonsumsi obat-obatan yang tidak halal.

2. Perspektif Hukum Positif
Pemerintah  Republik  Indonesia telah  mengeluarkan
serangkaian regulasi terkait kehalalan produk dalam rangka
memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah

mengatur secara jelas dan tegas hak dan kewajiban yang dimiliki
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oleh konsumen dan produsen atau pelaku usaha, ternyata juga tidak
memberikan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjamin atau
minimal memberikan informasi mengenai kehalalan produk yang
dibuat dan/atau diperdagangkannya. Hanya saja dalam pasal 7 poin
b Undang-undang Perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib
memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang.

Sehubungan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen tidak secara eksplisit mengatur mengenai
perlindungan hukum atas kehalalan produk secara khusus, dengan
telah disahkannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal, maka dalam rangka perlindungan hukum
bagi konsumen Undang-undang Jaminan Produk Halal ini dapat
digunakan sebagai payung hukum selain Undang-undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal,
kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal bagi pelaku usaha atau
produsen hanyalah sebatas tindakan yang bersifat sukarela
(voluntary). Namun setelah disahkannya Undang-undang Jaminan
Produk Halal, sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban
(mandatory).®® Landasan hukumnya ada dalam Pasal 4 Undang-
undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Produk yang masuk,
beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal”.
Hal ini merupakan suatu langkah yang sangat penting maknanya
sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di

Indonesia. Pasal 4 tersebut meletakkan kewajiban bagi pelaku usaha

9 Astika Nurul Hidayah dan Susilo Wardani “Perlindungan Hukum Konsumen
Muslim Atas Produk Pangan Halal” Seminar Nasional ISBN: 978-602-6697-66-0 Tahun
2020, LPPM — Universitas Muhammadiyah Purwokerto, h.195
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untuk melakukan sertifikasi halal untuk produk yang dibuat dan/atau

diperdagangkan di wilayah Indonesia. Hal ini semakin dipertegas

dalam aturan teknis Undang-undang Jaminan Produk Halal yakni

dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

(1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia wajib bersertifikat halal.

(2) Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan
dari kewajiban bersertifikat halal.

(3) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan
keterangan tidak halal.

(4) Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada
produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Adanya kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal tersebut
mulai berlaku sejak tahun 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat
(1) Undang-undang Jaminan Produk Halal yang berbunyi:

“Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak

Undang-undang ini diundangkan”.

Undang-undang Jaminan Produk Halal ini diundangkan pada
tanggal 17 Oktober 2014 sehingga kewajiban bersertifikat halal berlaku
sejak 17 Oktober 2019 untuk produk makanan dan minuman dan 17
Oktober 2021 untuk selain produk makanan dan minuman. Sertifikasi
halal ini menjadi penting maknanya karena jaminan produk halal di
Indonesia secara teknis dijabarkan dalam proses sertifikasi halal tersebut.

Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Jaminan Produk Halal menentukan
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bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang

dikeluarkan olen BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang

dikeluarkan oleh MUI.

Bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal, maka
berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Jaminan Produk Halal memiliki
kewajiban untuk:

a. mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat
sertifikat halal;

b. menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;

c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan,
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan
penyajian antara produk halal dan tidak halal,

d. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal
berakhir;

e. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);

Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produknya
ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen di
Indonesia. Sebagaimana diketahui, konsumen memiliki kedudukan yang
lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, sehingga dalam
Undang-undang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang tidak dapat
memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan sanksi hukuman yang
bervariatif mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana
tergantung tingkat pelanggarannya.

Sanksi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sebuah kebijakan.
Tanpa sanksi tegas, hukum hanyalah sebatas norma yang bisa dilanggar.
Dapat mengaum, tetapi tidak bertaring. Aspek pidana dalam Undang-

undang Jaminan Produk Halal diatur dalam formulasi sanksi. Ketentuan
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tentang larangan sebagai tindak pidana dalam menjamin kepastian

hukum kehalalan suatu produk, terdapat dalam Pasal 56 dan Pasal 57

Undang-undang Jaminan Produk Halal, yaitu:

a. Pasal 56 Undang-undang Jaminan Produk Halal, “Pelaku Usaha
yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh
sertifikat halal sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp2 miliar-(dua miliar rupiah). Pasal 25 huruf b, pelaku
usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib menjaga
kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal”.

b. Pasal 57 Undang-undang Jaminan Produk Halal, “setiap orang yang
terlibat dalam proses jaminan produk halal yang tidak menjaga
kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang
diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 43 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp.2 miliar,- (dua miliar rupiah)”.

Ketentuan pidana pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini ditujukan pada pelaku
usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh
sertifikat halal, yang berarti bahwa pemenuhan kehalalan produk
merupakan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri.
Sasaran pokok ketentuan larangan tersebut, adalah semata terhadap
pelaku orang perseorangan. Ketentuan atau norma pidana atas Jaminan
Produk Halal adalah peraturan perundang-undangan tentang
penghukuman akibat pelanggaran kewajiban moral hazard (Dalam
bidang ekonomi, resiko moral) dari seorang atau beberapa orang pelaku.

Hal utama yang perlu dikritisi adalah Undang-undang Jaminan

Produk Halal baru mengatur sanksi bagi pemegang sertifikat halal yang
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melanggar kewajiban. Tetapi sama sekali, tidak tercantum sanksi untuk
pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Upaya sadar terhadap
proses penegakan hukum menjadi kunci bagi kemanfaatan sebuah aturan
perundang-undangan. Tinggi atau rendahnya ancaman pidana dari
sebuah aturan, untuk konteks Indonesia, sepertinya bukanlah hal yang
paling menentukan bagi terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan
umum. Sudah sedemikian banyak Undang-undang yang memiliki
ketentuan pidana dengan ancaman sanksi yang berat. Namun demikian,
tetap saja belum mampu mengubah keadaan negeri ini menjadi lebih
baik.

Hukum pidana adalah senjata pamungkas (ultimum remedium).
Dengan demikian, hukum pidana adalah upaya hukum yang terakhir
dilakukan kalau upaya lainnya sudah tidak lagi dapat dilakukan.
diperlukan adanya aparat penegak hukum yang memiliki kualitas dan
integritas, agar semua aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi
kepentingan umum bisa terwujud. Untuk itu, diperlukan usaha bersama
dari seluruh komponen negara untuk mendorong terwujudnya aparat

penegak hukum yang berkualitas dan berintegritas.



